BAB V
SIMPULAN

Setelah dilaksanakan Praktek Kerja Profes Apoteker

(PKPA) di Apotek Pro-Tha Farma selama lima minggu yang

dimulai pada tanggal 15 Januari sampai dengan tanggal 16 Februari
2018 dapat disimpulkan bahwa:

1

Melalui kegiatan PKPA ini, calon apoteker bisa mengetahui
Apotek sebagal sarana pelayanan kesehatan dalam
peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan memperoleh
kesempatan langsung untuk melihat dan mempelgjari strategi
dalam mengelola apotek serta melakukan kegiatan dalam
rangka pengembangan praktek farmasi di apotek.

Kegiatan Praktek Kerja Profes telah memberikan
pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan praktis bagi
calon apoteker mengenai pengelolaan obat (pengadaan,
penerimaan, penataan, peracikan, penyimpanan serta
pencatatan) dan manajemen yang balk dalam mengelola
apotek yang meliputi: manajemen persediaan, manajemen
keuangan,mangjemen asministrasi, manajemen sumber
daya manusia serta pelayanan kefarmasian.

Melalui kegiatan PKPA ini juga calon apoteker dapat
mengaplikasikan ilmu yang telah didapat diperkuliahan dan
dapat melihat langsung perbedaan dilapangan tentang
permasalahan yang ada di dunia kerja (khususnya di apotek)
dalam melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu permasalahan

dalam menjalin komunikasi dan hubungan sosial yang baik
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dengan sesama rekan sejawat,tenaga kesehatan lainnya, dan
masyarakat.

Seorang calon apoteker harus mampu berperan aktif dalam
pelayanan kefarmasian kepada pasien terutama sebagai
penunjang dalam memberikan pelayanan Komunikasi,
Informas dan Edukas (KIE) kepada pasien untuk menjamin
penggunaan obat secara rasional sehingga tujuan terapi dapat

tercapai.



BAB VI
SARAN

Saran yang dapat disampaikan dari hasil Praktek Kerja

Profesi Apoteker (PKPA) di apotek pro-THA Farma adalah sebagai
berikut:

1

Sebelum melaksanakan PKP di Apotek, Calon apoteker
diharapkan lebih banyak membekali diri dengan ilmu
pengetahuan tentang pelayanan kefarmasian di  apotek dan
manajemen apotek, peraturan perundang-undangan farmasi
di apotek, manajemen pengelolaan apotek, serta pengetahuan
tentang obat dan penggunaannya.

Calon apoteker diharapkan mempelagjari Standar Operasional
Prosedur (SOP) yang ada di apotek dan melakukannya
dengan benar, sehingga terhindar dari kesalahan yang dapat
terjadi.

Calon apoteker diharapkan lebih aktif mempelgari dan
meningkatkan ilmu komunikasi agar mampu berkomunikasi
dengan pasien secara baik dan benar dan memiliki
kemampuan bekerjasama yang baik dengan semua karyawan
di apotek sehingga mendapatkan pengetahuan yang lebih
banyak mampu mencapai semua apa yang menjadi tujuan

yang direncanakan.
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